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a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATi KAMPAR,

bahwa berdasarkan pasal 4 dan pesal 15 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tehun 2017 tentangAnalisis Dampak Lalo Lintas maka untuk pembangunan pusat
kegiaten, penoukiman, dan infrasturktur yang akan
Menimbulktan gangzuan keamanen, keselamatan, ketertiban
danfatau kelanceran jalu linma dan angkutan jalen wajib
dilakukan Anelisis Dampak Lalu Lintas :
bahwa guna memberikan desar dan pedoman dalam
Penataan/Tekayeea Jeli lintas terhadap setiap rencana
pembangunan pusat kegiaten, permukiman, dan infrastrulctur
yate aka meénitnbulkan Gane WAT keamanan,
keselamatan,ketertiban dan /atay kelancaran Islu lintas dan
angkutao jalan perlu diatur dengan Peraniran Bupati ;
bahwa berdasarkan pertimbangen Bebagaimana dimakeud
dalam hiuruf a dan b perlu menéttapkan Peraturan Bupati
Kammpar tentang penyelenggaraan Analisis Dempak Lalu Lintas.

mh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Oicnom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsj
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
1956 Nomor 25) ;

Undang-Undang Nomor 22 Takum 2000 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan {Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun
2009 WNemor 96, Tambahan lLemberan Ntgere Republik
Indonesia Nomor 5025) ;
Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Neraga Repubhk Indonesia

2.



Menetapkan :

Nomor 5580) sebagaimane telah diubah beberapa kali terakhir
dengan undang-undang Nomor & Tabun 2015 tentang
Pemetintah Dacrah Nomor 58, Tambahan Lemberan Negara
Repubhiik Indonesia Nomor 5679} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemien dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen
KeSutuitan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nemor 61, Tambahan Lemberan Negara Republik
Indanceia Nomar 5221] ;

Peraturan Menteri Perhubungen Nomor *5 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintes (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 WNomor 570)
sebageumens telah diubeh beberepa kali terekhir dengen
Perativan Menteri Perhubtingan Nomor 1] Tahun 2017 tentang
Perubahan Ketigs Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomer
79 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu
Lintas (Berita Negara Republik Indenesia Tahun 2017 Nomor
a7)5

4.

5.

6. Peraturan Deerah Kabupaten Kampar No 25 Tahun 2009 tentang
Penyidik Pepgawai Negeri Sipil dilingkungan Pemterintah
Kabupaten Kemper {Lembaran Daerah Kabupaten Kamnpar
Tahun 2009 nomar 25}:
Peraturan Menteri Delam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 TentarigPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036}
Peraturan Dacrah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2017
tentang Analisis Dempak Lalu Lintas (Lembaran Bacrah
Kabupaten Kampar Nemor 10},

7.

8.

MEMUTUSKAR:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN AWALISIS
DAMPAK LALL LINTAS.

BAB i
KETENTUAN UMUM

Pasal t

Delam Peratiran Bupati ini yang dimalrsusd dengan:
E.

on

Daerah adaiah Kabupaten Karipar.
2. Femerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampara
4. Dinas adaleh perangkat dacrah yang membidangi urusan

Bupati adalah Bupati Kamper.

Pperhubungan di Kabupaten Kampar.
Kepeala Dinas edalah Kepale Dinas yang metbawahi wrusan
Perhubungan di Kabupaten Kampar.



1a.

ll.

ID.

13.

14.

15.

16.

Pidang Lalu Lintas adalah Bidang Lalu Lintas atau Bidaneg
dengan sebutan lainnya yang membidangi laly lintas pada dinas
Yang totmbawahi urusan perhubungan,
S¢ksi Analisis Gampak Lalu lintas adalah Seksi yang berada
dibawah Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten
Kampar yang menengani Anabsis Dampak Lal Lintas.
Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin
adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu
intias dan pembangunan pusat kegiatan, permui¢man dan
infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen
hasil analisia dampak lala lintas.
Dampek Lalu Lintas adalah pengaruh yaw mengakibatkan
perubsahan tinigkat pelayenan laly lintas menjadi tingkat yeng
lebih rendah, diekibatkan oleh suatu kepiatan dan atau usaha
Pada UnSWr-LINsUr jaringat tenspartasi jalan.
Tingkat Pelayenan Lalu Lintas adalah kemeampuan ruang jalu
Intas untwk mensmpung volume Jalu lintas dengan tctap
memperiatikan faktor kecepaten dan keselamatan,
Kematan dan/atau usaha adelah kegiatan dan/atau usaha
berkaitan dengan pemanfa‘atan ruang di dalam suatu kawesan
atau lokasi.
Rangkitan Lala Lintas adalah jumleh kendaraan masuk den
keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak yang
dibangkitkan oleh suaty kegiaten dan/atau usaha.
Jalan adalah scluruh bagien jalan, termasuk bagian pelengkapdan pelengkapnya yang diperuntukkan bagi lala lintas 14M,
yang berada pada permukaan tanah, diatas pertnukaan tanah,
dibaweh permukaan taneh dan/ateu eir, seria diatas
Petinikaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
Dokumen Andzlalin adalah hasil Stadi/Kejian Menger
dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertenty terhadap lalu
lintas yang diperlukan bagi proses pengambian keputusan,
yang terdiri dari dektumen kerangke acuan, dokumen analisis
kinerja lalu Hntas, serta dokumen manajemen dan rekayasz lala

Perencunaan Pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaat
Tmanajemen dan rekeyasa lal lintas terhadep kegatan
dan/atew wsaha tertentu yang Ticiputt pengaturan aitkulasi
dibagian dalam suaty kegiatan dan/atauy usaha sampai dengarijalan disekitar suatu kegiatan dan/atan usaiia, yang
merupatan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha
tersebut
Manajemen dan Rekayses Laty Lintas adalah seTangkaianUsaha dan kegiatan yang meliputi perencanasn, pengadaan,

Pengeturan dan pemeliharaan fasilitas
Perlengkapan jalan dalam tangka mewujudkan, mendukungdan memeclihara kearmanan, keselamatan, ketectiban dan
kelancaran laly Jintes.
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lf.

18.

19.

20.

21.

(tj

(2)

Tim adelah Tim Monitoring dan Evahuasi Dolaimen Haasil
Analisis Deampak Lalu Lintas Kabupaten Kamper yang
keangactaannya terdiri dari instanai teknis yang mempurnyai
tugas untuk melakukan penilaian dan cvaluasi terhadap
dokumen andalalin dan percncansan pengaturan lalu lintas.
Pemmrakarsa atau pengembang adalah orang atau badan yang
bertenggung jawab atas kegistan dan/atau usaha yang dapat
menimibulkan dampek lei lintes.
Bedan adalah sekumpulan crang dan/atay modal yang
merupaken kesatuan, bek yang melakukan useha mattoun
yang tidak melakykean ueaha.
Tenaga Ah adalah konsuitan ahli bidang fase non konatruksi
dan/atau konsultansi yang memiliki sertifikat Analisia Dampek
Lalu Lintas.
Jalan Kebupaten menipakan jalan Iokel dalam sistem jaringan
jalan primer yang Gdak termesuk jalan nasional dan jalan
provinsi yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu
kota kecamatan, exitar ibu kota kecamatan, itu kote kabupaten
dengan pusat kegiatan Ickal, serta jalan umum dalam sistem
jJaringan jalan selkunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan
atrategia kabupaten.

BAB Il
MAKSUD DAN TUIDAN

Pazal 2

Meksud dari Pembentuken Peraturan Bupati ini adalah sebagai
pedoman pelaksanaan teknis dalam pemberian rekomendesi
Andalalin,
Tujuan dilakukannya Andalalin adalah untuk -

a. memprecikst dampak yang ditimbulken guaty
pembangunan dan/ atau pengoperesian kewasan :

b, menentukan bentuk peningketan/perbaikan yang
diperluitan untuk iengekomedasikan perubahan ;

c. Menyelaraskan kepaituaan-keputyaan mengetal tata punalahan denean kondisi lal Lntas, futoleah den lckasi akscs,serta altemetif peningkatan /perbaikan ;
d. mengidcntifikasi Mmz2salah-masaiah yang dapat

mempengamii putusan pengembeng dalam cocneruskan
proyek yang diusuikan; dan

@. stbagai alat pengawasan dan evaluasi terhadep prlaksanaan
Tanajemen dao rekayesa lalu lintas.

no



(2)

(1)

{2}

[Si

puset perdagangan / titall toko / swelayan /show room /
swalayan O0K) M? lues tantai terbangun
Perkantoran 1000 M? Tuas lantal terbangun
Indust dan perpudangan 2500 M# luas lantai terbangun
Sekolah / universitas 500 siswa
Lembaga kuraus bangunan dengan 30 siswa/waektd
Rumah sakit kapasitas 50 tempat tidur
Klinik bersama 10 ruang praktek cokter

. Bank 300M? luas lante terbengun
SPB 1 dispenser
Hotel / losmen / penginapan 50 kamar
Gedung pertemuan 300 MM? luas lantai terbangun
Resteuran / cumah makan 100 tempat duduk
Fasilitaa olakh raga {indoor / outdoor) Kepasitas penonton
100 orang dan/ateu luas 16.000 M? juss lantai terbangun
Bengkel kendaraan motor 2.000 M* lues lantai terbangun
Pencucian mobil 2.000 M? huas larital terbangan
Akses ke dan dari jalan tai
Pelabuhart
Bandar udara
Terminal
Stasiun kereta api
Pool kendaraan

aa. Fasilitas parkir untuk wmum
bh. Jeadan loyang (Flyoter]
cc. Lintas bawah (Underpass)
dd, Terowongan (Tunnel
et, bangunan lain apabila pada jam padat menimbulkan

mimumal 150 perjalanan baru atau menimbuiken rata-rata
500 pernslanan sctiap hanonya-

Dalam hal rencana pembangunan pusat kegietan, permukiman,
dan infrastruktur yang tidak masuk kriteria minimal
sebegaimana dimaksud pada ayat [1], Pengembang atau
Pembangun wajib melampirkean kajian tentang RKencana

Pengeturan Laly Lintas untuk mendapatkan rekomendasi
tentang ptrsetujuan Rekayasa Lalu Lintas dari dinas .
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BAB I¥
KUALIFIRASI PENYUSUN CORUMEN ANDALALIN

Pagal 9

Penyusun dokumen Andalalin adaish lembaga konsultan yang
ditunjuk oleh Pengembang atau Pembangy.
Lembaga Kenaulian sebageimena dimaksud pada ayat (1) harus
Berbadan
Bedlam penvussinan dokumen Acedalzlic: sebagaimana dimakaud
pade syat (1), Peogembeang atau Pemobangun menunjuk lembeaga
konsultan yang mcoubki tenaga ahh.



(4) Tenage ahli sebagaimane dimakeud pada ayat (2) adalah tenega
ahli Lulusan transportasi darat ateu tenaga abli yang telah
memiliki serbfiket kompetcosi di bidang Andalelm yang
dikeluarken dleh Kementerian Perhubungen Republik
Indonesia.

BABY
KEANGGOTAAN DAN TUGAS Tim

Pasal 10

(1) Tim terdin dari minimal 7 {tujub} orang yang ditctapkan dengan
dengan susunen keanggotaan terdiri staa:
@ ketua Tim adalah kepale dinas;
bounsur ssivan ialy lintag pada Kepolision Resor Kampar

sebagai Anggota;
c unsur satuen kerja yang membidang kebinamargaan sebegai

Arigegota; dan
d. unsur dinas yang meobidangi perhuhungan sebagai angeote.

(2) Tugae Tim sebagsimana dimaksud pade eyat [1}, acdeiah
melakukan penilaisan dokumen Andelalin sebsagaimana
tercantum delam Pasal (4).

(3) Tim Evaluasi melaksanakean pendaiaen dokumen Analisis
Dampak Lah: intas terhadap bangunen-bangunan yang masuk
ke datam kriterie minimal analisia dampelk lala lintas.

(4) Ketua Tim wajib mengundang anggota Tim untuk melakukan
penildan dokumen Andalalin yang diajukan Pengembang atau
Peobamguir.

(5) Apabila anggota Tim atbagaimana dimaketid pada ayat (3) tidak
memenuhi undangan, arnggota Tim tersebut dianggap
menyetujui hasil perilaian.

fa) Penilaian terhadap rencana poem banvgunan Prue
kepiatan,pertaukimean dan infrastruktur sebagnimana dimaksud
daiam pasal § ayat (2) dilakukan penilaian oleh dinas.

(7} Bieya untuk mendukung kegietan Tim dibcbankan pada.
Anggatran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.

BAB ¥I
PENINJAUAN KEMBALI DOKUMEN ANDALALIN

Pasal il

(1) Dokumen Andalalin ditmjan kembali oieh Tun apabila pusat
kemiatean, permukiman, dan tafragstrekctur Mtngalami perubahan

ne berdampak pada peningkatan bangkitan/tarikan Jal
TOS.

[2] Hasil peninjauan Tim sebagsimana dimaksud pada ayat (1),
berupa rekomendasi diubah atau dak diubah.

[3] Rekomendasi sebagaimana dimakeud pada syat [2], wajib
didindaklanjud oleh Pembangun ateu Pengembang.
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BAB Vil
PENGAWASAN

Pasal 12

Pembingan dan Pengawasan terhadsp pelaksanaan kewajibean
sebagaimana dimaksaud dalam Pasai 5 ayat (4) dllakukan oleh
Bupati.

Bupati melimpahkan kewenengan pembineen dan pengawasan
ecbagaimana dimaksid pada ayat (i) kepada Kepala Dines

BAB Y¥III
SAHEKS! ADMINISTRASI

Pana] 13

Pengembang etau Pembangun yang tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan paaal 14
dikenakan sanksi adiministrati oleh Bupati sesuai dengan
ketentiian peraturan ptrundang-undangan.

Sanksi administratif sebagaimana dimakeud pada ayat [1)
berupa:

peringaten tertulig:
Penghentian sementera pelayanen
Penghentian serocntara kegiatan;
denda administratif
Pembatalan izin; dan/ataw
Pencabutan iin.m

A
ao

of

Pasal 14
Senks] administratif berupa peringstan tertulis sebagaimana

ttika waka
Pasa) 12 ayat (2} hurof a dikenakan sebarnyak

tiga
i

dengan jangka waktu masing-masing 30 (ti

hari kalender.
“ Se Wes plan)

Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melakssnakan
kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringaten tertulis
ke 3 (tiga), dikenakan sanksi adroinistratif berupa penphentianSTMICntaa pelayenan Umum latan s¢lama

ipa

pulth/Kegiatan se 30 (tiga }

Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakanKewajiban sctelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana
dimaksedu pede ayat (2), dikenai denda Paling banyak i% (satu
Per seratus| dari nilai kewajiban yang hans dipenuhi
Pengembang atau pembangun stcbagaimena dimaksud dalarnpasal 12 ayat (2) hurufd.
Dalam waktu 10 {sepuluhj her: kalender stjak tangpal
Pengenaen aanksi denda adminiatratif atau 90 (sembilan Puluhthart Kalender sejak pembaysran denda, Pugembeng

ak



pembangun tidak melakeanaken kewajibannya, dikenai sanksi
pembatelan atau pencabutan izin sebagaimena dimakesud dalam
paéal 12 avat (2) hurufe dan f.

BARE IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pase] 15
Untuk kegiatan dan/atay usaha eebagaimena dimaksud dalam
pasal 6 sebelum berlaicunya Peraturan Bupati ini, wajib memenuhi
ketentuan sebagaimatia dimeksud dalam pasal 3 paling Isma |

(satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini berlakuw.

BAB x
KETENTUAN PENUTUP

Preai 15

Peraturan Bupat int mulaj beriaku pada tanggel diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Penpundangan
Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kamper.

Ditetapken dt Bangkinang
pada tanggal 17, Janvar 29J
Pit. BUPATI K

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal I7 JaMyart 2619

CATUR SUGENG |

SiKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

YUSEH
BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN. 2019 nomor6.



LAMPIRAN ! :PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : Tahun
TANGGAL ;

A. FORMAT CONTOH SURAT PERMOHOWNAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI BIA ADA

Nomer Pemahonan Persetajuean Kepada
Klastkas Andalalin/rekayasa alu lintas
Lampiran - Yth. Supa Kampar
Hal 7 Cq. Kepala Dinas Perhubimgan

; di -
Banghinangz

Sesusi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jtelan dan Peraturan Pemerntah
Nomor 32 Tahun 2001 tentang Manajemen dan Rekeyasa, Analisis
Gampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, dan Peraturan
DOserah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Analisis Darmpak Lalu Lintaa,disebutkan bahwa untuk mempereleh persetujuan basil Analisis
Dampak Lalu Lintas (Andalalin}, maka Pengembang atau Pembangurtharus menyompaikan Dekumen Andalaiin kepada menterl yang
bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana falu Imtas dan
angkutan Jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai deniran
kewenanganoya.

Merujuk scbapaimana dimaksud di ates, disampaikan bahwa
kami selakat pengembang/pembangun yaitu PT |diist nama
penusohaan Pengembang/ pembangunt berencana akan
mengcmbangkan/membangun ............ (disi nama objek yang akan
dikembangkany dibangun| yang terletale di jalan + (ast nana

'p

jalan tokasi pengembangan/ pembanguian} yang merupakan Jalan
Kabupaten Kampar.

'p

Sehubungan dengan hal terscbut untuk kelancaran investasi,bersame ini kami mengajukan permohonan Persetujuan Andalalin
Pengembangan/Pembangunan ......... [Hisi nama objek yang aken
dikembangkan/ dibanguri), Scbagal kelengkapen adtninisirasi,
terlampir karti samipaikan dokwmen Andalalin
Pengembanean/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh
Konaultan PT, ....... [Hist nama peruschcen konsultan Andaicin).

ft

Demikian permohonan int kami garnpeikan, atas perhatiandan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Perusahaan



TID& Stempel

Nama Pimpinao Perusahaan
Nomor induk Pegawai (bila actal

Tembusan:
1, Bupati Kampar.
2. Kepele Dinas Perhubunogen Provinsi Riau.

Plt, BUPAT] KAMRBAR,K

CATUR SUGENG SUSANTO



LAMPLIRAN I! : PERATURAN RUPATI KAMPAR
NOMGR Tahun..........,..
TANGGAL :

B. FORMAT CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
KUP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI BILA ADA

SURAT PERNYATAAMN KESANGGIUPAN
Nomior:

Saya yang bertandsatangan di batwah ini:

Nama =:

Jabeten 7

Alamat :

Dela hal ini bertindak untuk dan ataa nama [Vama Pengembang atau
Fembongun oo: Pemernntah/’ BUMN/ Lembaga/ Swoasta/ Perorangan) » behwe
berdasarken Berita Acara Pembsahasan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas
fAndelalinj, MNemer: ... tanggal ... tulan .. tahun 20... tentang

ALAN... Gtngan ini wmetiyatakean kesarggupan

FE

untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

dat.4,

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat denpan
stsunggubnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila diltemudianhari tidak memeatuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedila untuk

sanks sesuai dengan ketentuan dan peraturan PeTundangan yang
F. .

p TARA, aesal

Yang Mernyatakan,

Cap/ttd
Pengembarig/Pembangun/Instanai
Materai Rp. 6.000,-

(nama lengksp)
NIP. (jika eda}

ATI KAMP

CATURSUGENG SUSANTO



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATT EAMPAR
NOMOR : Taihu
TANGGAL

C. FORMAT CONTOH PERSETUJUAN REKSOMENDAS! ANALIBIS DAMPAK LALU
LINTAS

Nomar
Sifat

Hal

Tembisan:

BUPATI KAMPAR

Kepada

¥th, PP .........[Selaku Pengembang/
Pen bagugian

Persebijuan Anatiais Dampak di -
Lalit Lantas Pombangunagn.... JEMPAT

Berdasatk&an Berita Acara Pembahasan Dokumen Analisis
Dampak Lalu Lintaa fAndalelam) Nomar: tentang Kepiatan

. Letiangeral . den Surat Permmypatansn Keaanggupan Nomor

menolak/ menyeojui pemohonan Andalatn petobangunan
pengembanpan (digi mama objek gang dibangun/ dikembangkan)

moma Ipkosi pembongunon pengembangan-jaian Kabupaten
yene diajukean oleh PT. (dist vama perusahaan
Pangeminng, pembanguil.

en fan cha] kannin

a

Demikian disampaikan, unto digtrpunaken sehapmimand
Incstrys,

RUPAT! KAMPAR,

dito

1. Menten Perhubungan R.L
Kepala Dimas Pechubungan Provinei Riau.

a. Kepala Dinas Perizinan dan Pelayanan satu pinta Kabupaten Kampear.
Fit. BOPATI KAMP

CATUR FUGENG SU



BAB iil
ANALISIS DAMPAR LAL LINTAS

Bamen Kesata
Urotom
Pasal 4

{1} Setiap rencans pembangunan j#0g akan dilakukan oich
Pengermbang atau Pembanguo yang dapat mempengaruhi
Tingkat Pelayanan Lalu Lintes Jalan di sekitarnya yang akan
menimbulkan ganegguan keamanen, kestlamatao,ketertiban dan
kelancaran lala lintas dan angkutan jalan wajib melakukan
Andalalir.

(2) Hencana pembengunan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
adeiah pusat kegatan, permukiman, dan infrastruktur dapat
berupa perbergunan baru, pengembangan pembangunan dan
peningkatan kepadatan yang terjadi pada suatu kawasan.

Barian Kedun
Pengajuan Dekwumen Andalalin

Pasal 4

(1) Pengerbang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan
Andalalin untuk membuat dokumen Andalalin.

(2) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada syat {1},
disampaiken cleh Pengembang atau Pembangun kepada Tim
untuk dilaktukan peniiaian disertai dengan surat permohornan
persctujuan.

($3) Format permohonan persetujuan sebagaimana dimeksud pada
ayat [2], tercantum dalam lampiran ] yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bunati ini.

Bagian Ketiga
Muetan Dokumen Andalalin

Pagal 5

Dokumen Andalalin, paling sedikit memuat:
a, analisis bangkitan/tariean lalu lintas dan angkutan Jalan

akibat pembengunan berdasarkan kaidah teknis Transportes
dengan métrgeunakan faktor rate-rate kunjungan (trip rate) -

b. perencanaan dan metedologi Andalalin, meliput :

1) penjelasan rentana pembangunan baru, Pengembeopanfiau peningkatan kepadatan:
4) cakupan wilayah keajian berdasarkan rencana pembangunan

pengembangan:
3) perkiraan trensportesi yang digunakari seperti

bangkitan/terikan Jalu lintas, distribuai peralanan,
pemilihan moda, pembehanan, aksey dan/atau kefutuhan
parkir,



4) penetapan tahun dagar yang dipakai sebagai dasar anelisis;
5) periode analisis paling sedildt 5 (lima| tahun;
6| kebutuban pengumpulen data laty lintas;
T| kKarakteristik daa intensitas tita guna lahan gaat ini

feksisting] Taaupun kondisi yang akan datang:
5] penggundaan dan pemilihen model tranaportasi; dan
9} metodologi penyusunan dokumen Andalalin.
analisis kondisi leh: lnias dan eangkutan Jalen seat imi
(eksisiing}, meliputi:
1) kondisi prasarana dan perlengkapan Jalan:
2) kondisi lalu lintas saat ini feksisting) paling sedikit memuat

data historis volume talu lintas, volume gerakan membelok,
data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan
pesepeda; dan

3) kondisi angkutan Jalan paling sedikit memuat jaringan
trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggeu.

. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terheadap Andalalin,
MeV pLiti:
]) simmulasi ic¢nerja jalu lintas sebelum pembangunan;
2) simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;:
3) simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan: dan
4) simulast kinerja lalu lintae dalam jangka waktu paling

gedikit 5 (ime) tainun.
rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak.
ningian tanggung jawab pemerintah deerah dan pernyataan
kesanggupan Pengembang atau Permbangun dalam pebanganan
darnpak yang dituangkan dalaro berita acara.
rentana pementauan dan evaliesi pemerinteh daerah dan
Pengcinbang atau pembangun yang meliputi:
i) Pemertintah daerah omelakukan evaluasi terhadap

implementasi pengembang atau pembangun écbagsimana
yang ftercantum dalem huruf jd) secere berkala dan
Pemantavuan Pétlayanan Kinerja Ruas Jalan di selkitar
pembangunan: dan

2| Pengembang atau pembengun melakwken Pemantevan
pemenuhan sarana dan prasarana di dalam ickasi
pengembangan serta bertangeung jawab terhadep kawasan
sekitear pembanginan yang berdampak pada tingkat
Pelayanan Jalan dan mengevaluasi airkulasi pintu masuk-
keluar wilayah pembanpunan.

de

Fy

- gunbaran umum lekasi, yang oteliputi :

1) ickasi titk yang akan dibangun;
2) kelengkepan Jalan di sekitar petnibengunan:;
3) alur latu lintas; dan
4) tata guna lahan sckitarnya.
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Baran Kecmpat
Pemaparan dan Penilaian

Pasal &

Pengembeng atau Pembangun melalui penyusun dokumen
Andaialin melakukan pemaparan ist dokumen Andalalin
kepada Tim.
Dickumen Andalalin asttelah dipaparkan sebagsimana
dimaksud pada ayat [1) dinila oleh Tit.
Dalam hal basil peniaian scbagatmane dimaksioct pada ayat
{2}, menyatakan head Andalaln belum memenual persyaralen,
Tim mengembalikan dokumen Andalain kepada Penpembang
Aten Perbengan untuk disempumakan.
Dalem hal heail penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) menyatakan hasil Andolalin telah memenum
persyaraten, Tim meminta kepada Pengembang sata
Pembangun wotuk membuat dan menandatangami surat
permyatann kesangpupan melaksanakean stmuea kewajiban
yao tercantum datam dokumen hasil Andalatin.
Surat pernyataan kesanggupan sebagaimans dimakeud pada
ayet (4), tercantam dalam leenpiran 0 yang meripakan bacian
dak terpisabkan dan pereaturan Bupati ini

Bazian Kelima
Persetujuan
Pasal 7

Tum menecliarkan rekomendasi analisia dampak lalu lintas.
Tim téknis mitmbenkan persctujuan dalam jangka wakti
paling lama 7 ffujyuh) han kerja, sejak diterimanya dokumen
Andailalin secara lengkap dan memenvhi persyeraten.
Apabita melebihi wakta * [tujuh) han kerja, tim belum
memberixan persetujuan, dianggap menyetujui.
Fermat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat {3},
tercantum dajam lampiuac DW yang merupskan bagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Bupa ini.

a‘71.

BAB It
KRITERIA URURAN MINIMAL ANDALALIN

Pasal 8

(1) Kriteria reneana pernbengunan puset kegiatan, permukiman
dan inffasturktur yang wajib dilakukean studi Andalalin adaleh
sohapeu betilout:

porumehan sedechana, punimal 150 Unit;
perumahan menengah ates, minimal 50 unit;
rumah suaun sederhane, minimal 100 Unit:
agraina / tempat kos 50 kamar
Tuke denganluas lantai i¢x¢bangun kescluruhan 2000 M?

a

e.


